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PELAKRSANAAN OTONOMI DAFERAH DI KOTA PADANG
DITINJAL DARI SEGI KEWENANGAN DALRAL

ABSTRARK

SMasalsh kewenangan  deerah dalmm pelaksanaan  olonom daemb
sensptasa menarik perhatian khalayak bamvak sckarang ini Bhoesusnyva daemb
Foora Padane. tm dikaremakan Kurangnva fangeuny awab dan aparstar-aparacr
pelaksana kewenangan dasrah dibidangnya masimg-masing dalam melaksanakan
tuoas dan Tunpsioya. Agar pelaksanaan kewenangan dapat berjalan denpan
semestinya maka dibutuhkan pengaturan dalam pelaksanaan kewenangan fersebul,
sesueni densan Undanp-Undang Nomor 32 Tahon 2004 testang pemerintahan
Draeral.

Pelaksran Olonomi Dacrah & Kota Padang diingao den sem keseningsn
daerah seringkal: memmbulkan beberapa permasalahan vang berdainpak negant
bagi aparatur pelaksana kewenangan instansi daerah maupun masyarasat.

Berdasarkan dan latar belakang terselun, penstis melakukan penelinan
depgan merumuskan beberapa permasalahan vaitu apa saja vang menjad sumber
pendapatan deerab Kota padang dalam pelaksanaan Crosomi Daecals. bagaimana
pelaksanaan Cioneini Daerab secwra wnwm besenta kewenangannya i Kola
Pading  setelab berlakunva  Undang-Lindigng Nomor 32 Tabue 2004 dan
permasatahan-permasalaban apa saja vang ditemui datam pelaksanaa kewenangan
daerah-daerah di Kota Padang dan care mengatasinya.

Pidalam pelaksanaan kegiatan i metode vang digunakan adalab yuridis
normatif ditopang dengran sodiologis Sempins vakin denpan cam mempelaan dan
memabami nomma hukum vang berlaku serta mehbal  Kenvatasnnva dalam
masyarakar, Dats vang dikumpelian berupa data primer dan data sekunder
Teknik penmumpalan data dengan wawancara dan studs dokwmes pesgolaban data
vang digunakan adakah amalisns, Bwabitand dengm silan penchinan ileskrpul.

Hasil peneliian dapat disimputkan babws pelaksasaan Olonony Dasrah
dan sepr kewenangan daerah di Kota Padang dshadapkan pada masalah dana.
fasihitas kantor dan swnber daya manusia, Unluk tercapainya fujuin Omaonm
Diaerah dan sepi Kewenangan daersh maka diharapkan Pemenntah Daerah Rota
Padang dapal mengatasi permasalahan-permasalaban vang ada i dinas-disas
dacrah Fow Padang.



BALI

PENDAHULLUAN

A, Latar Belakang

Salah satu peraturan perundang-undangan vang menjadi sasaran refrmast
di bidang hukum adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 enteng Pokok-
Pokok Pemermtahan didacrah. Kenginan untuk melakokan penimjauan dain
perubahan terhadap Undang-Undang tersebul muncul pada dekade terakhin masa
Cirde Bary, Namun kenginan ite belum mandapat tanggapan vang berari dan
Pemerinitiah ¢ Fresiden) mavpun Dewan Perwakilan Rakyat {DPR

Seiring  dengan mengualnva aros  reformasi,  feralama pada masi
tramsisional [Pemernihan Presiden Hababie), maka Undanpg-Undang Nomoer 3
Fehien 1974 banalah memperoleh tanggapan vang berarte dari pemeninah dan
Nljelis Permusvawaratan Rakyat {MPRE L Hal i didorong pela dengan kenyatzan
bahwa matert muatan dari Undang-Undang tersebut belum mencernunkan adanya
Ledudukan dan peranan yang berimbang antara Pemerinizh Pusat dan Pemerintab
Facial. Bahkan vang 1eoadi penvelenggaraan pemeriniahan di daerah conderung
sentralistk. scrta kwrang member kemandician dan keleluasaan bag daerah datam
mengtier i men pones munak langganya.

recenderungan di etas disadan oleh %MPR. vaite melahs Keetapan VPR
Rl Nomor XY 0 MMPR 1998 eniang Penyelenggarasn Oienomi Daerah Bab 1

Ckernedisy emum, Bazsan B alinea 11 yang menyatakan baliwa |



“sqekanisme hubungan Pusal dan Dacrsh cenderung menpanut sentralisas
kekuasaan dan pengambilan keputusan vang kurang seswai dengan kondss)
seoprafis dan demografis, Keadaan ini menghambar peneiptaan keadilan
dan pemerataan hasil pembangunan dan pelaksansan otonom: daerah yvang
lugs, nvata dan bertangeung jawah”

Rerdasarkan kenvataan tersebut den sebagal tindak lanjur dan Ketetepan
SIPR G atas, Pemenintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUL
tentang Pementahan Daerah kepada DPR. Rancangan Undang-Undang int dapil
diselesaian pembabasanmya di DPR dan akiimya disetjol menjadi Undang-
Undang Nomer 22 Tehun 1999 tentang Pemerinahan Dierah yang disahkan pada
nanggal 7 Met 1599, beberapa tshan kemudian dilenghkaps Jagi menjadi Unidang-
Undang Momer 32 Tahun 2004 tentang (nonomi Deerah
Mengenai  (Honomi Dacrah tidak depat  dilepasken dan hobimgan
penvelenggarian pemeriniahan, anlasa Pemenntah Pusiat dan Pamenntah Daerak
dalam komteks @ Negera Fesauen Bepublik Indonesia (NERI), sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal | Avar | TUD 19435

“wepara Indonesia adalah negara kesatan berbentuk Repubhik™,

Retentuan konstitasional sy memberikan pesan bahwa negara Republik
Indonesia vang diproklamasizan pada mnggal 17 Apusies 1945 dibangun dalu
sehuah kerangha neara vang berbentuk kesatan (ueitory), dan bukan berbeptuk
Federasi (serikany, Denoan demikian adanva dacrgh vang mempunya Kewenangan

wprtuk mengatur dan mengrus oumzh mgganva sendit (Owenami Paerihy,

U {edang-Undang Dasar Republik Indanesaa 19435, Penabur B Jakan, 2D



haruslah ditetakkan dalem bingkar pemahaman negara vang berbentuk Resaman

bukan berbenmuk Federasi, sebacaimans vang diamanatkan olch Pasal 1 ayat (1)
- - - L

Undang-Undang Dasar 1943 tersebut di atas, Demikian pula, hal i dipertegas

dalam Pasal 18, 184, 188 Undang-Undang 1943 vang menyvatakan =~

1)

1~d
s

0<h)

s
L
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Perecad 15 menyatgkan -
Megarn Kesatuan Republik Indenesia dibagi atas dacrah-daerah Propinst dan
duerah Propinsi tu dibagi aas Kabupaten dan Kota, vang tap-tiap Propins,
Kabupaten dan Kotz mempunyva Pemerintzhan Daecah, vang diatur dengan
Undang-Usdung,
Pemerntahan Daerah Propins. Deerah Kabuparen dan Kota mengatur dan
mengurns sendin unusan pomerintaban menune asas oronomi dan negas
pembaniuan.
Pemerintahan dasrab Propinsi, daerah Kabopaten dan kosa memilike Dewan
Perwakilan  Rakvat  Daerah  wvang  angeoti-angeotanya dipilib melsln
Pemilthian Loawm,
Gubermur, Bupan dan Walikota masing-masing schapa kepala Pernerintahan
Maerah Propinsi. Kebupaten dan Keta depthh secars demokratis
Pemenntahan dacral menjalankan oonomi seluas-tuasnva, Kecoall urusan
pemerntahan yang  aleh  Undsng-Undiang dientukan  sebagar  urusan
Femearinizhan Posil,
Pemerntahan dacrah herhak menetapkan peraturan daeral lan peraturan-

reraruran b eniek melaksanakan owoncint dan togas pembantuan.

“Urdang-Undang Dasar 1945 dan Ancademmey, PT. Pabelan Surakann, 200l Bl o - S5



{71 Susunzn dan tata cama penvelenggaraan Pemerintzhan daerah diatur dalam
Undang-TUndang
Faxad 18] menyatiakan
{13 Hubungan wewenany antara Pemerintahan Posat dan Pemenntahan Daeral
Propingi, kabupaten dan Kot atau antara Propinsi dan Kabupaten dan kota,
diatee dengan  Undang-Undang  dengan memperhatikan keKhususan  dan
keragaman daerzh,

{2} Hubungan kewangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber dava alam dan

-

surber dava lainmva amterz pemenmtahan pusat dan pemenimahan daesah
dianur dlan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang
Pasel 188 menyitakan .

(13 Mepara mengakul dan menghommail satuen-satuan pemenimehan dacrah vang
bersifar khusus anau bersifat istimews vang diatur dengan Undeng-Lindang

{21 Negara mengakui dan menghommati kesatpan-kesatuan masyarakat hukom
adat beserin hak-hak radisicnalnva sepanjeng masih hidup dan sesua dengan
perkembanzan masvarakat dan prinsip Negara Kesatwan Republik Indonesia

vany diater delam Lndang-Lindang

Drengan demikian apa yang dimaksud sebigm Daerale Oronom ofeh Pasal
1% Undang-Undang Dasar 1943 wimg terdin atas “daerah besar” dan “dacrah
kecil™, Drsamiping i selam sehaeai daeraly ving barsital otonom, daerzh-dzerab

dimaks=d pula Lersifat astimewn, seperti desa d1 Jawg dan Bali, ™aran

Mingnekaban, Dusun dan Marga di Palembang, dap sebagainya



BAR I

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Ringkas Dacrah Kota Padang dan Perkembangannya
A1, Sefaradt Ringkes Dacrah Kot Podang

Pengungkapan sgjarah Kota Padang, hingga sual sekarang elum banyak
dapat dilakukan, karena kurangnyva sumber-sumber ataw bahan-bahan tentimg
masalah tersebut, Terlehil lagi tentang masa-masa sebelum kedatangan banpsa
Maral ke duerah ini. Tetapi hal ini juga berlaku bagi Dacrab-deerah lam i
Suinatera Barat,

Uniuk ity dalam mengemukakan latar belakang sejarah kota Padang,
hars dapat dikemukakan suatu pandangan wmum gung meniipitkan panmnbran
ringkas tentang perjalanan sejartlmya. MNama Palang berart suatu daratan yang
cubup luas sesnai dengan keedaan veng 1erdin dan dataran rendah vang dikelilingt
oleh bukit-bukit vang tidak bewine tinggl serta lerdapnya pantal dengan cimbyak
vang Gidak begitu ganas dan bermuara pula dus sungal vang cukup besar vaiu
Batang  Avau dan Basng  Karanji, maka  fentunya permulaan kehidupin
berkelompak masvavekat tdak dapat dipisahkan dart keadaan alam tersebut,

sqenurat bahan-balan vang dapat penulis kumpalkan, pada zaman
kerajean Minangkabau i Paganunung ivdytipwarman Abad ke-XIV1 Padang
mula dikenal sebapai Sampung nelavan Pads zaman javanya Kergjaen Acal abad
ke dan XWE dimana Tikn, Panaman, nderapura menjads Daerah aklukny,

Padang mulai Gisinggeehi olch pelzgang-pedagmng Tikw, Pariaman untuk serus ke



-

BABIY

PENUTLUR

Pada Lab terakior ink penulis akan menyajikan kesimpulan dari hal-bab
vang telah divreikan rerdabula. Dan peda hah ini terdapat beherapa sarn-saran
vang herkaitan dengan Pelaksanaan Ctonenu raerah di Kota Padang ditinian dari
segi kewenangan Deerah schingga dengen adanyi Orosomi Daeraby 1ersebur Kana
Padang  dapat  menmngkatkan  kemajuan pembangundan dian  kesegahteraan
masyarakamys
A, Kesimpulan
| Seeiah diberlakukannya Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 wenting

Otonemi Daerah, Pemenntah Deerah Rota Padang melali Dinas-dinas

Daerah denpan kewenangannya telah melakukan seranghalan kekjakan dalam

pelaksanasn Oonomi Deesal tersebul, s2perl -

q Merubeh  struktur orgamisasi Pemerintah Daerah sesuwi dengan
kewenanin.

b, Beropava melakukan penataan roang dan kantor

¢ MWeningkatkan sumber-sumber pendapatan Draerah

A hienmgkatkan wawasan atan kemampuan berfikiv aparatur

e Mercknu personil dari luar Kot Padang dan Perguruan Tmegt untuk
tien wisi jabatan-1abatan terentu,

¢ Sdomberikan informasi kebijakan dan kegiatan Pemerintih Dacrab kepada

masyernkat.
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